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ABSTRACT

As an archipelago country, Indonesia is characterized by regional-ecosystem diversity and
socio-ethnic plurality. Such conditions, may create consequences fo an option of development
approach which should be based in its characters ie. diversily and plurality. Therefore,
centralized approach of Indonesian development under authoritarian regime and uniformity
model, is not appropriate or in other word against the nature of an archipelago country. This
paper aimed to criticise the centralized government system and to analyze the prospect of the
implementation of autonomy and its conltext 1o sustainable development.

I. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat di scjumlah propinst
untuk merdeka dan scbagian mengusulkan
diberfakukannya sistem federal serta sebagi-
an besar lainnya menginginkan otonomi se-
luas-luasnya, merupakan reaksi dari sistem
sentralisasi yang berlebihan dan cksploitasi
~ oleh pusat di bawah rezim otoriter Orde Ba-
ru. Sementara itu muncul tuntutan masyara-
kat global untuk mendorong proses pemba-
ngunan berkelanjutan, melalui sejumlah ins-
trumen ckonomi perdagangan, bantuan tuar
negeri dan kerjasama sosial budaya.

Berbagai tuntutan tersebut direspon oleh pe-
merintah pusat dengan disahkannya UU no-
mor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun
1999, Sejumlah pertanyaan muncul: apa
yang menjadi latar belakang penctapan un-
dang-undang terscbut, apakah didorong olch
niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah
pusat atau merupakan ketcrpaksaan karcna
tuntutan dan ancaman disintegrasi? Menga-
pa ketegangan hubungan pusat dan dacrah
terus masth berlangsung scpanjang krisis
multi dimensi ni? dan bagaimana mmplikasi
pembertakuan undang-undang terscbut?

Tulisan ini dimulai dengan mendiskripsikan

keragaman karakter geografi wilayah nega-
ra Republik Indonesia scbagai dasar argu-
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men  perlunya pendckatan kemajemukan
yang merupakan cirt pembangunan berke- |
lanjutan. Selanjutnya dibahas proses pemba-
ngunan selama im yang sangat sentralistis
yang ternyata gagal menghadapi krisis, se-
hingga muncul berbagai tuntutan kedaecrah-
an yang kuat. Tulisan ini ditutup dengan se-
jumlah rambu-rambu yang perlu diccrmati
dalam menempuh perjalanan bangsa ini dari
tradisi otoriter ke otonomi, dari pola kesc-
ragaman menjadi kemajemukan, dari gaya
instrukst menjadi partisipasi, dan dari domi-
nasi ckonomi mejadi keseimbangan ekologi.

II. KERAGAMAN GEOGRAFI

Indonesia merupakan negara yang dua per
tiga luas wilayahnya berupa lautan dan ha-
nya scpertipa wilayahnya berupa daratan.
Kondisi wilayah seperti itu secara alamiah
menghadirkan keragaman ckosistem dan ke-
majemukan sosial budaya masyarakat yang
bersuku dan berkelompok. Dari aspek ke-
ragaman ckosistem alam terdapat dua ke-
lompok besar, vaitu gugusan pulau-pulau
yang berasosiasi dengan benua Asia dan gu-
gusan pulau-pulau yang berasosiasi dengan
benua Australia. Sedangkan dari aspek ke-
majemukan masyarakat dapat dilihat dari
ratusan suku-suku dan berbagai permasa-
lahan demografis baik distribusinya maupun
jumlahnya yang amat besar.
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Ekosistem wilayah kepulauan memiliki ka-
rakteristik yang beragam antara satu pulau
dengan pulau lainnya. Penduduk pulau-pu-
lau besar memiliki tradisi budidaya darat
berbasis sumberdaya lahan dan scbagian la-
innya yang bermukim di wilayah pantai me-
miliki tradisi laut yang mata pencahariannya
berkaitan dengan perikanan. Sedangkan pen-
duduk pada pulau-pulau kecil pada umum-
nya menempat: wilayah pantai secbagai ma-
syarakat nelayan. Wilayah laut merupakan
hinterland bagi kehidupan masyarakat dan
perkembangan pulau-pulau kecil.

Sebagai contoh, mata pencaharian masyara-
kat di pulau-pulau kecil pada umumnya me-
miliki pola kombinasi lahan dan lautan de-
ngan siklus musim tertentu. Pada musim
angin barat dengan gelombang laut yang ga-
nas, mercka mengandalkan hasil budidaya
pertanian dan peternakan di darat, sedang-
kan pada musim ikan mercka bekerja di laut
untuk menangkap ikan. Masyarakat Maluku
memiliki cara dan kearifan "Sistem Sasi”
yang sesuai dengan musim tangkap dan mu-
sim istirahat untuk memberi kesempatan
sumberdaya hewani laut mereproduksi dan
mengembangkan kelestariannya (Topatima-
sang dalam Dietz, 1988).

Ekosistem dan sistcm sosio-ckonomi terse-
but tidak secragam scbagaimana sebuah wi-
layah yang amat luas atau benua (conti-
nentaf). Berdasarkan karakter tersebut, ma-
ka pengembangan wilayah kepulauan seyo-
gyanya memperhatikan dinamika sosial eko-
nomi lokal, kapasitas dan daya dukung ling-
kungan setempat, kombinasi pemanfaatan
sumberdaya lahan dan laut, melalui pem-
berdayaan masyarakat lokal dan pengem-
bangan kemitraan dengan berbagai stake-
holders lain baik nasional maupun global.

Sebaran potensi sumberdaya alam sangat
beragam keberadaannya secara spasial dan
sosial baik horizontal maupun vertikal. Se-
baran sumberdaya alam meliputi permukaan
hingga "perut bumi" seperti kehutanan, per-
ikanan, pertambangan, minyak dan gas bu-
mi, gas alam cair, yang merupakan modal
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bagi pembangunan. Scbaran secara horizon-
tal menunjukkan bahwa ada wilayah yang
kaya sumberdaya alam penting dan strategis
dan ada yang miskin, sedangkan sebaran
vertikal dapat menyangkut kepemilikan hak
atas sumberdaya tersebut apakah lokal ma-
syarakat adat, dacrah atau nasional.

Sejumlah propinst yang kaya akan sumber-
daya alam antara lain Kalimantan Timur,
Riau, Acch dan Irian Jaya justru terletak pa-
da wilayah pinggiran (frontier region). Ke-
empat propinsi ini menyumbang sumberda-
ya alam ke pusat dalam jumlah yang cukup
besar. Ironisnya kondisi masyarakat di ke-
empat wilayah terscbut masih memprihatin-
kan baik dari segi ekonomi maupun pemba-
ngunan sosial budaya.

Scbaran kekayaan sumberdaya alam terse-
but ternyata tidak sciring dengan proses ke-
majuan masyarakat tempat sumberdaya
alam terscbut berada. Masalah kesenjangan
ini terjadi justru di wilayah yang sumberda-
ya alamnya kaya seperti keempat propinsi
tersebut yang letaknya di pinggiran, Persoal-
an ketertinggalan perkembangan wilayah
yang dialami oleh scjumlah propinsi yang
kaya sumberdaya alam tersebut umumnya
dapat dilihat sebagai fenomena dikotomi wi-
layah pusat pinggiran (centre-periphery) da-
lam proses pembangunan Indonesia.

Wilayah tersebut memiliki karakteristik se-
pertt digambarkan oleh Firman (1997) seba-
gai wilayah frontier (frontier region). Perta-
ma, sebagai wilayah yang kaya sumberdaya
alam mineral (seperti emas, gas, minyak,
bahan galian) dan sumberdaya alam hayati
{seperti hutan, ikan, ternak, pertanian dan
perkebunan). Sumberdaya alam ini diminati
oleh perusahaan besar (multinational com-
panies), diusahakan secara besar-besaran,
dan dipasarkan secara besar-besaran pula
hingga menjangkau pasar global. Kedua, pa-
saran utama produk andalan adalah untuk
ckspor guna mendatangkan devisa. Ketiga,
lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan dan
wilayahnya relatif terisolasi. Karakteristik
seperti ini cocok untuk menggambarkan ke-
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empat propinsi tersebut terhadap pusat-pu-
sat ckonomi di Jawa.

Karakieristik frontier tersebut ditambahkan
oleh Baiguni (1998) untuk mencerminkan
bahwa wilayah tersebut sckaligus menjadi
wilayah pinggiran (periphery region). Per-
tama, terjadinya kesemjangan penguasaan
sumberdaya alam antara masyarakat asli
dan pendatang. Para pendatang yang umum-
nya memiliki pendidikan lebih tinggi dan
wawasan vang lebih luas dan para pengusa-
ha besar vang memiliki teknologi, modal dan
dukungan kelembagaan dapat menguasai
aset sumberdaya alam. Kedua, para penda-
tang menguasai kegiatan ekonomi baik da-
lam mengimpor bahan-bahan vang diperlu-

kan untuk konsumsi dan input produksi,

maupun dalam mengekspor produk dari wi-
layah ini. Ketiga, kebijakan pemerintah cen-
derung mementingkan dan melindungi pela-
ku usaha besar dart pada mengembangkan
program kewirausahaan kecil bagi masyara-
kat. Motivasi perilaku kebijakan seperti in
adalah untuk kepentingan menyedot dana
bagi pemerintah pusat. Keempat, akibat dari
kondisi tersebut, maka terjadi kesenjangan
sosial ekonomi antar kelompok masyarakat
yang seringkali direspon sccara agresif
(gangguan keamanan) maupun apatis (ke-
miskinan akut}). Kelima, selanjutnya dikha-
watirkan akan terjadi penurunan daya ke-
mampuan tradisi budaya akibat kerusakan
sumberdaya alam dan lingkungan.

Posisi strategis wilayah vang dikatakan
frontier tersebut yang secara relatif menjadi
wilayah pinggiran dari pusat ckonom: di Ja-
wa dan pusat pemerintahan di Jakarta, se-
sungguhnya memiliki posisi relatif yang le-
bih dekat pada pusat-pusat ncgara tetangga.
Bahkan secara secara sosial dan budaya,
masyarakat wilayah pinggiran terscbut lebih
dekat dengan necgara tetangga. Riau lebih
dekat dengan Singapura dan Malaysia (ker-
jasama Sijori), Acch lebth dekat dengan Ma-
laysia dan Thailand (kerjasama IMTGT),
Kalimantan Timur lebih dekat ke Brunei,
Malaysia dan Philipina (kerjasama BIMP-
EAGA) dan Irian Jaya lebih dekat ke Papua
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New Guinea dan Australia. Perkembangan
kerjasama ckonomi global yang melintasi
batas negara, cenderung mendorong wilayah
pinggiran untuk dapat secara langsung ber-
interaksi dengan pusat-pusat pertumbuhan
di negara tetangga.

Karakteristik wilayah yang demikian seyo-
gyanya menjadi salah satu pertimbangan un-
tuk melakukan perubahan pendekatan pem-
bangunan nasional dan perencanaan pe-
ngembangan wilayah. Disinilah diperlukan
dialog antar disiplin ilmu yang mengkaj wi-
layah, antara lain ilmu wilayah, ilmu geo-
grafi, ekonomi regional, planologi, tekmk
sampai kebijakan publik, sehingga dapat
berperan banyak dalam memahami karakter-
istik wilayah dan dinamika masyarakat yang
bercirikan kemajemukan itu.

IHf. DARI SENTRALISASI KE DESEN-
TRALISASI

Rezim Orde Baru memilih strategi pemba-
ngunan lewat modernisasi yang meletakkan
pemerintah pusat sebagai penentu. Sektor
industri dan kota menjadi lebih berperan di-
banding sektor pertanian dan desa. Model
pembangunan sentralistik ini cenderung me-
nyeragamkan prosedur dan standar program
dan proyek pembangunan, yang direncana-
kan di pusat bagi pelaksanaan di seluruh
daerah.

Stabilitas nasional digunakan scbagai pra-
syarat untuk terciptanya pertumbuhan yang
direduksi sebagai pembangunan ekonomi.
Salah satu argumen yang dikembangkan
adalah bahwa pusat akan meredistribusi ke-
kayaan dan mengatur subsidi silang antar
daerah schingga terjadi keseimbangan pem-
bangunan dan mengurangi potensi disinte-
grasi. Dalam bahasa Orde Baru berarti men-
jamin keutuhan bangsa dengan mengem-
bangkan dan menjalin “Persatuan dan Kesa-
tuan”, yang scsungguhnya menyimpang dari
semangat “Bhinneka Tunggal Ika™.

Pemerintah pusat begitu dominan, sedang-
kan pemerintah dacrah hanya sebagai pelak-
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sana kchendak pusat. Sebagai implikasi sis-
tem pemerintahan sentralistik ini, pemerin-
tah dacrah kehilangan otoritas terhadap pe-
ngelolaan sumberdaya lokal dan pengem-
bangan kepentingan dacrahnya. Aparat da-
erah menjadi tidak tanggap dan kreatif ter-
hadap aspirasi dan dinamika masyarakat-
nya, karena pada hakekatnya pemerintah da-
erah adalah kepanjangan dari kepentingan
pusat di daerah. Maka istilah yang cocok di
bawah sistem sentralistik adalah “Pemba-
ngunan di Daerah”, scdangkan scmangat
yang ingin dikembangkan olch sistem desen-
tralisasi adalah proses pembangunan yang
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ka-
rakteristik wilayah yang terwujud scbagai
“Pembangunan Daerah™.

Di bawah rezim sentralistik, yang terjadi
justru penghisapan sumberdaya dan nilai
tambah dari dacrah ke pusat. Proses ini di-
ikuti dengan kesenjangan antar wilayah Ja-
wa versus Luar Jawa, IBB versus IBT, kota
versus desa. Sebagar akibatnya begitu rezim
ini jatuh, muncul mosi tidak percaya pada
pusat dan desakan untuk otonomi terutama
propinsi pinggiran (frontier region) yang se-
lama im mengalami ketidakadilan. Bahkan
sebagian kelompok masyarakat di dacrah
menyatakan aspirasinya menginginkan refe-
rendum "QOtonomi atau Merdeka".

Otonomi dianggap memberikan angin segar
bagi kemajemukan dan memfasilitasi pengu-
atan masyarakat dan pemerintah daerah da-
lam menentukan arah pembangunannya sec-
suat dengan karakter ckosistem alami dan
sistem sosto-ckonomi lfokal. Terdapat dua
sistem yang perlu dicermati sccara kritis,
yaitu otonomi daerah yang dibatasi oleh ad-
ministrasi wilayah (terrifory) dan ckosistem
alami yang memiliki fungsi sistem (functi-
onal). Oleh karena ity wacana otonomi me-
narik untuk dibicarakan dalam kaitannya de-
ngan ckosistem wilayah dalam mewujudkan
pembangunan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan otonomi daerah da-
lam rangka menjawab tuntutan lokal dan de-

sakan kecenderungan arus global, perlu
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dicermati mengingat kondisi masa transisi
yang labil dan potensi konflik horizontal da-
pat menjadi kerusuhan masal dan perpecah-
an bangsa. Masa transisi yang labil memer-
tukan rekonsiliasi elit yang diikuti dengan
pemulihan ckonomi dan politik sampai ting-
kat lokal. Kekhawatiran tersebut muncul
mengingat selama int kita tidak terbiasa ber-
beda pendapat dan berargumen secara baik,
yang sering kita alami adalah realitas perbe-
daan pendapatan dan arogansi kekuasaan.

Persoalan kompetisi yang tidak seimbang
dan tidak setara jelas akan merugikan semua
pihak, baik kelangsungan usaha para penda-
tang maupun daya hidup masyarakat. Pro-
ses marjinalisasi yang berjalan secara terus-
menerus dikhawatirkan akan menimbulkan
kerawanan keamanan dan kerusakan daya
dukung lingkungan. Dalam proses marjinali-
sasi ini masyarakat asli mengalami kerugian
berlipat yaitu kerugian akibat eksploitasi
berlebihan (over exploitation) oleh perusa-
haan dan cksploitasi sendiri (self exploita-
tion) oleh masyarakat akibat keterpaksaan
hanya untuk memenuhi kebutuhan.

Perubahan model pembangunan dari rezim
sentralistik menuju desentralisasi bukan pro-
scs yang mudah. Perubahan tersebut memer-
lukan serangkaian perubahan sikap mental
aparat birokrasi, reformasi kelembagaan dan
mekanisme hubungan pusat-daerah, peng-
aturan pemanfaatan atau eksploitasi sum-
berdaya alam, peningkatan keuangan daerah
berupa penggalian sumber dana dan alokasi
anggaran pembangunan, penguatan aparat
baik dalam bentuk pendidikan maupun mo-
bilisasi aparat pusat ke dacrah.

Bila UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Dacrah dimaksudkan untuk
melancarkan pelaksanaan pembangunan dan
membina kestabilan politik, maka UU No.
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah lebih
menekankan pada proses demokrasi, peran
scrta masyarakat, pemcrataan dan keadilan
serta memperhatikan potensi dan keragaman
dacrah, Perubahan ini cukup mendasar, se-
hingga memerlukan komitmen implementasi
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dan kesiapan daerah untuk mempersiapkan

sumberdaya manusia dan institusmya. Me-

nurut Muchsan (1999) prinsip-prinsip oto-
nomi yang dianut oleh UU ini adalah scba-
gai berikut:

a. Penyclenggaraan otonomui daerah dilak-
sanakan dengan memperhatikan aspck
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman dacrah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan
pada otonomi luas, nyata dan bertang-
gungjawab.

¢. Pelaksanaan otonomi dacrah yang luas
dan utuh diletakkan pada kabupaten dan
dacrah kota, sedangkan otonomi propin-
st merupakan otonomi terbatas,

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus se-
suai dengan konstitusi negara, schingga
tetap terjamin hubungan yang serasi an-
tara pusat dan dacrah serta antar da-
erah.

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus Icbih
meningkatkan kemandirian daerah oto-
nom, karenanya dalam daerah kabupa-
ten dan dacrah kota tidak ada lag: wila-
vah administrasi. Di kawasan-kawasan
khusus yang dibina olch pemerintah
atau pihak lain, sepertt badan otorita,
kawasan pelabuhan, kawasan kota baru,
kawasan industri, berlaku ketentuan
peraturan dacrah otonom.

f. Pclaksanaan otonomi dacrah harus lcbih
meningkatkan peranan dan fungsi badan
legistatif dacrah, baik scbagai fungsi le-
gislasi, fungsi pengawasan  maupun
fungs1 anggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan dacrah,

g. Pelaksanaan azas dckonsentrasi diletak-
kan pada propinsi dalam kedudukannya
sebagai wilayah administrasi untuk me-
laksanakan kewenangan pemerintahan
tertentu yang dilimpahkan kepada gu-
bernur sebagai wakil pemerintah.

h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan di-
mungkinkan, tidak hanya dari pemerin-
tah kepada dacrah tetapi juga dari pe-
merintah dan daerah kepada desa yang
disertai dengan pembiayaan, sarana,
prasarana scrta sumbcrdaya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelak-
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sanaan dan mempertanggungjawabkan
kepada yang menugaskannya.

Dari prinsip-prinsip tersebut tampak bahwa
sendi-sendi otonomi telah terpenuhi. Sendi-
sendi otonomi vang dimaksud adalah (1)
sharing of power (pembagian kewenangan),
(2) distribution of income (pembagian pen-
dapatan), dan (3) empowering (kemandirian
atau penguatan daerah). Pelaksanaan otono-
mi daerah memerlukan persiapan matang
dan dilaksanakan secara scksama. Apabila
pelaksanaan otonomi imi  ditunda-tunda,
akan memmbulkan masalah yang berlarut-
farut vang berakibat munculnya gerakan ke-
daerahan. Namun bila dilaksanakan secara
tergesa-gesa, akan menimbulkan malapetaka
sepert: cksploitast sumberdaya alam oleh
kolusi Pemda dengan konglomerat tanpa
kontrol publik yang memadahi,

IV. OTONOMI YANG BERKEADILAN
DAN BERKELANJUTAN

Reformasi dapat membawa berkah tapi se-
katigus potensi bencana dalam melewati
proses pembangunan kehidupan bermegara
dan bermasyarakat. Otonomi juga merupa-
kan suatu proses perubahan dimana partisi-
pasi semestinya jauh lebih efektif, sistem
manajemen pembangunan bisa lebih efisien,
dan kemandirian dapat lebih kokoh. Prospek
pengembangan otonomi secara teoritis dapat
menjawab berbagal masalah tersebut di atas
yang intinya keadilan dan keberlanjutan. Di
tengah pusaran arus reformasi dan situasi
transisi, pertanyaan kritis harus dikemuka-
kan, apakah otonomm akan membuahkan
berkah dan manfaat ataukah justra meng-
hadirkan dilema dan bencana disintegras:?

Pelaksanaan otonomi dacrah seyogyanya
bertumpu pada proses transformasi dan pe-
nguatan masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan. Olch karena itu pengembang-
an wilayah menuntut peningkatan partisipasi
masyarakat, kemandirian ckonomi dan ke-
mampuan melaksanakan otonomi. Kerjasa-
ma scgitiga antara pemerintah, masyarakat
dan dunia bisnis merupakan kunci bagi
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transformasi wilayah yang adil dan berke-
tanjutan. Dasar bagi kerjasama ini adalah
adanya saling percaya antar pelaku pem-
bangunan, meskipun masing-masing memi-
liki visi dan kepentingan yang beragam bah-
kan dapat pula berbeda.

Pelaksanaan otonomi diharapkan tidak ha-
nya mengejar pertumbuhan ekonomi semata
dan mengabaikan keberlanjutan ckologi, ti-
dak hanya melihat dari indikator ekonomi
sernata, tetapi yang penting justru indikator
kualitas hidup atau kesejahteraan masyara-
kat. Pembangunan perlu proses integrasi
“ckonomi dan ekologi" melalui upaya peru-
musan paradigma dan arah kebijakan yang
bertumpu pada kemitraan dan partisipasi
para pelaku pembangunan dalam mengelola
potensi sumberdaya yang scoptimal mung-
kin dimanfaatkan sejalan dengan visi menu-
Ju pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Oleh karena itu, trilogi pem-
bangunan perlu direvisi dan dimaknai kem-
bali, dengan memodifikasi urutan prioritas
dan mengubah salah satu logi "dari paradig-
ma stabilitas menjadi sustainabilitas”. Tri-
logi pembangunan sebagai isu strategis yang
diusulkan adalah (1) Pemerataan, (2) Per-
tumbuhan dan (3) Keberlanjutan.

Equity, merupakan isu strategis pemerataan
menyangkut aset, proses dan hasil pemba-
ngunan. Pemerataan perlu menjadi dasar
pertama yang membuka kesempatan seluas-
luasnya bagi rakyat untuk mengelola aset-
aset produksi seperti tanah, modal/kredit,
teknologi, informasi dan kesempatan usaha
yang didukung kebijakan dan kepastian hu-
kum, sebagai modal dasar pembangunan.
Pemerataan bukan berarti pembagian hasil
pembangunan, tetapi pemerataan akses dan
aset maupun kesempatan dan proses secara
adil bagi rakyat banyak.

Growth, merupakan isu strategis dalam
mengakselerasikan dinamika pembangunan
dengan memanfaatkan keunggulan sumber-
daya dan inovasi guna mencapai pertumbuh-
an yang optimal dalam mencapai kesejahte-
raan. Pengelolaan keunggulan komparatif
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ing bagi pe-
ngembangan ekonomi daerah sesuai dengan
ketersediaan SDA maupun tingkat perkem-
bangan SDM. Pertumbuhan ekonomi harus
mengacu pada dinamika sosekbud masyara-
kat dan karakter ekosistem wilayahnya, de-
ngan demikian kegiatan ekonomi merupakan
bagian integral dari kegiatan lainnya.

Sustainability, merupakan isu strategis da-
lam mengharmoniskan daya dukung ling-
kungan dan dinamika masyarakat dalam
proses pembangunan daerah agar dapat di-
capai manfaat antar generasi secara adil,
Pembangunan berwawasan lingkungan tidak
dapat dibatasi secara administratif daerah,
namun merupakan suatu kesatuan fungsi lo-
kal (mikro) hingga tingkat global (makro).
Sinergi yang dicapai antar aktor dan scktor
maupun antar wilayah, merupakan upaya
untuk memperkuat potensi daerah dalam
menyelesaikan permasalahan daerah mau-
pun memberikan sumbangan secara nasional
menuju pembangunan berkelanjutan.

Trlogi tersebut diterjemahkan dalam pende-
katan atau strategi yang bertumpu pada ke-
daulatan rakyat. Artinya otonomi bukan
mengalihkan sebagian wewenang dan urus-
an dart pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah guna menjadi urusan rumah tangga-
nya, tetapt sesungguhnya merupakan ke-
bangkitan kesadaran bahwa "kedaulatan di
tangan rakyat". Pendekatan ini penting un-
tuk dirumuskan kembali, mengingat wacana
publik yang berkembang, seolah-olah hanya
berkisar pada mengembangkan kemampuan
dan memfungsikan pemerintah daerah, bu-
kan memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh
karena itu beberapa strategi berikut ini da-
pat dikembangkan menjadi strategi operasio-
nal dalam mengembangkan otonomi berke-
daulatan rakyat dan berkelanjutan.

Emansipasi dan partisipasi, merupakan da-
sar pengembangan demokrasi yang melibat-
kan seluas-luasnya partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan. Rakyat memi-
liki kedaulatan atas sumberdaya wilayah-
nya, dapat memilih wakil-wakil di lembaga

Jurnal PWK - 175

\"’WK a9 ook

AR "J\‘_l’).

5]

i

Tl



perwakilan daerah, menentukan siapa pe-
mimpinnya, dan melalui mekanisme yang di-
sepakati dapat menyampaikan aspirasinya
yang dikembangkan dalam rencana pemba-
ngunannya. Otonomi int menuntut kesiapan
para birokrat di daerah dalam memfasilitasi
aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan di dacrahnya,

Kesetaraan dan kemitraan, merupakan da-
sar bagi terbentuknya hubungan sosial yang
adil dan terekatnya solidaritas “senasib, se-
penanggungan’ scbagat bangsa. Kesetaraan
antar sesama, tidak membedakan suku dan
agama serta etnis, berarti tidak menjadikan
tsu SARA sebagat komoditi konflik tetapi
Jjustru memanfaatkan perbedaan tersebut se-
bagai potens: untuk saling mengikat persau-
daraan. Allah berfirman “Diciptakan manu-
sia sccara bersuku-suku dan berbeda-beda,
agar saling mengenal dan bersaudara?”. Na-
mun kenyataannya manusia kadangkala
ingin menang sendirt dan menganggap re-
mch orang [ain. Tantangan yang scdang di-
hadapi dalam proses otonomi adalah kondisi
nasional yang sedang mengalami keretakan,
kemerosotan ikatan persaudaraan antar se-
sama, penurunan kepercayaan pada pemim-
pin dan pemerintahnya, kemerosotan moral
dan kehilangan keteladanan.

Kompetisi dan kompetensi, merupakan da-
ya untuk survival atau mempertahankan hi-
dup bahkan merupakan daya dorong untuk
berprestasi. Masyarakat lokal harus mampu
berkompetisi menghadapi para pendatang,
demikian pula para pelaku ckonomi kecil
dan menengah di dacrah harus mampu ber-
kompetisi dengan mitra saingan besar. Ti-
dak scmua dacrah memiliki sumberdaya
alam yang dapat dihandaikan, namun bukti
menunjukkan bahwa pembangunan dapat
bertumpu pada modal sumberdaya manusia
dan sumberdaya budaya (termasuk teknolo-
g1, sistcm manajemen) yang mampu membu-
at suatu wilayah unggul dibanding lainnya.
Globalisasi juga membawa dampak sampai
tingkat lokal, olch karena itu masyarakat ha-
rus memahami karakteristik sumberdaya wi-
layahnya dan mengembangkan identitas diri-
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nya agar dapat mewujudkan keunggulannya.
Namun demikian, scjumiah propinsi mau-
pun kabupaten di Indonesia banyak yang ti-
dak mampu kompetitif dan tidak memiliki
kompetensi produk unggulan, schingga de-
ngan otonomi dikhawatirkan akan terpero-
sok kepada keterbelakangan.

Kemajemukan dan keberlanjutan. Kemaje-
mukan memang kodrat alam. Agar dapat
mencapal pembangunan keberlanjutan, di-
perlukan penghargaan atas kemajemukan.
Kemajemukan menunjukkan banyak altcrna-
tif yang berarti setiap orang/sistem/kelom-
pok dapat mengembangkan identitas dan ciri
khas untuk dapat saling dipertukarkan. Pem-
bangunan dacrah yang merupakan wilayah
kepulaunan tidak dapat dikembangkan secara
seragam seperti pendekatan dan pengelolaan
pembangunan yang sclama ini dilaksanakan.
Namun kita masih menghadapi cara berpikir
kaum intelektual, cara mengatur kaum biro-
krat, cara berdagang pengusaha dan cara
beperilaku politisi Indonesia yang berpaham
“Persatuan dan Kesatuan”, padahal para le-
luhur kita merumuskan “Bhinneka Tunggal
Ika” sebagai perwujudan keragaman karak-
teristik wilayah dan kemajemukan sosial-bu-
daya masyarakat Indonesia.

Otonormi mengandung sejumlah azas yang
penting untuk diwujudkan pada sctiap pro-
sesnya, maka azas kemajemukan adalah ja-
waban bagi otonomi yang menuntut pertim-
bangan matang kondisi (potensi) dan keada-
an (perkembangan) daerah masing-masing.
Azas keberlanjutan harus pula menjadi acu-
an otonomi, tidak hanya mempertimbangkan
keadilan antar daerah dan antar kelompok
masyarakat saat ini, fetapi mempertimbang-
kan pula generasi mendatang, Maka ada ba-
iknya memahami kata bijak berikut ini “Bu-
mi bukan warisan dari nenek moyang kita,
tetapi pinjaman dari anak cucu kita”.
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